Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Pencemaran Minyak di Laut by Kurniawan, Aditya Laksono & , Hartanto, S.H., M.Hum
 
SKRIPSI 
PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA 




Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat 
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum  











PROGRAM STUDI ILMU HUKUM 
FAKULTAS HUKUM 



















PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA KORPORASI PADA KASUS TUMPAHAN 





Berkembangnya suatu korporasi di Indonesia selain memberikan dampak positif dengan 
pertumbuhan ekonomi juga memberikan dampak negatif berupa kejahatan korporasi yang 
sangat merugikan masyarakat dan negara. Kejahatan korporasi dianggap sebagai faktor utama 
pemicu konflik antara korporasi dengan masyarakat maupun negara sebab dalam kegiatannya 
korporasi tidak mempedulikan kelestarian lingkungan, namun hanya fokus mencari 
keuntungan sebesar-besarnya. Berdasarkan asas tanggung jawab mutlak (strict liability), 
korporasi wajib memberikan ganti kerugian kepada masyarakat akibat dampak dari aktivitas 
yang ditimbulkannya. Selain itu, negara dapat menjatuhkan sanksi pidana kepada korporasi 
dalam bentuk kewajiban melakukan rehabilitasi lingkungan. Meskipun demikian, kewajiban 
tersebut belum sepenuhnya dapat dilaksanakan oleh korporasi sebab upaya rehabilitasi 
lingkungan membutuhkan waktu yang sangat lama dan biaya yang sangat besar, selain itu 
kewajiban memberikan ganti kerugian kepada masyarakat menjadi prioritas yang harus 
dilakukan sebelum melakukan rehabilitasi lingkungan. 
Kata Kunci : Ganti Kerugian, Kejahatan Korporasi, Rehabilitasi Lingkungan, Tanggung  
             jawab Mutlak. 
Abstract 
 
The development of a corporation in Indonesia in addition to having a positive impact on 
economic growth also has a negative impact in the form of corporate crime which is very 
detrimental to society and the state. Corporate crime is considered as the main factor 
triggering conflict between corporations and society and the state because in their activities 
corporations do not care about environmental sustainability, but only focus on seeking 
maximum profit. Based on the principle of absolute responsibility (strict liability), the 
corporation is obliged to provide compensation to the community due to the impact of the 
activities it causes. In addition, the state can impose criminal sanctions on corporations in the 
form of an obligation to carry out environmental rehabilitation. However, this obligation has 
not been fully implemented by corporations because environmental rehabilitation efforts 
require a very long time and very large costs, besides the obligation to provide compensation 
to the community is a priority that must be carried out before carrying out environmental 
rehabilitation. 
Keywords : Compensation, Corporate Crime, Environmental Rehabilitation, Strict Liability. 
1. PENDAHULUAN 
Pencemaran laut oleh tumpahan minyak merupakan sebuah kasus pencemaran laut paling 
besar dan berbahaya yang disebabkan meningkatnya aktivitas eksplorasi dan eksploitasi 
minyak, lalu lintas kapal laut serta meningkatnya kegiatan pengangkutan kapal laut. Dari 
seluruh faktor tersebut, faktor eksplorasi dan eksploitasi minyak menjadi faktor utama 
pemicu pencemaran laut. Kegiatan tersebut terus menerus dilakukan sebab kebutuhan 
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manusia terhadap energi minyak terus meningkat serta belum terdapat sumber energi 
alternatif yang dapat menggantikan peran minyak bumi. 
      Dalam menghadapi tingginya kebutuhan minyak bumi, maka Indonesia mengatur 
pengelolaan dan pemanfaatannya dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 bahwa "bumi, air, 
dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan digunakan 
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Pengaturan dalam Pasal ini diharapkan 
mencegah eksploitasi minyak yang berlebihan oleh sekelompok orang serta korporasi. 
Pengelolaan yang dilakukan secara berlebihan dan tidak memperhatikan kelestarian 
lingkungan menjadi salah satu faktor utama meningkatnya pencemaran minyak di laut. 
Selain itu, eksploitasi secara berlebihan mengakibatkan sumber daya alam cepat habis 
dan tidak dapat dimanfaatkan untuk generasi yang akan datang. Apabila laut tercemar 
oleh tumpahan minyak maka masyarakat sekitar laut merasakan dampak secara langsung 
baik dampak kesehatan maupun kerugian materiil berupa hilangnya mata pencaharian 
masyarakat sekitar laut.1 
      Kasus pencemaran minyak dalam artikel ini adalah kasus pencemaran minyak di 
Teluk Balikpapan yang terjadi pada 31 Maret 2018 yang melibatkan Perusahaan Marine 
Vessel Ever Judger (MV Ever Judger) dan PT Pertamina (Perseroan Terbatas Pertamina). 
Dalam kasus ini, nakhoda kapal MV Ever Judger melakukan kesengajaan dengan 
melewati perairan terlarang di Teluk Balikpapan dan menurunkan jangkar kapal hingga 
mengenai dan menyeret pipa minyak Pertamina kemudian mengakibatkan pipa terputus 
hingga minyak meluap di seluruh Teluk Balikpapan. 
      Tindakan pencemaran yang dilakukan oleh korporasi di atas menyebabkan timbulnya 
konflik dengan masyarakat. Masyarakat yang merasa dirugikan oleh kegiatan korporasi 
menuntut tanggung jawab kepada korporasi, seperti ganti rugi maupun rehabilitasi 
lingkungan. Korporasi yang memiliki itikad baik akan bertanggung jawab atas 
pencemaran yang dilakukannya sebaliknya tidak sedikit korporasi dengan itikad buruk 
membiarkan pencemaran semakin meluas. Kerugian juga dialami oleh negara di mana 
negara kehilangan sebagian besar keanekaragaman hayati, hutan mangrove serta satwa 
laut yang mati akibat keracunan minyak mentah.  
      Apabila korporasi yang melakukan pencemaran minyak, maka negara dapat 
menjatuhkan sanksi pidana baik kepada pengurusnya maupun pegawai korporasi. Oleh 
                                                             
 1 Intinya adalah seluruh kekayaan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam adalah dikuasai 
oleh negara, dan dilaksanakan oleh satu-satunya perusahaan milik negara yang didirikan untuk itu. Menteri 
dapat mengundang kontraktor-kontraktor minyak (korporasi) untuk mengusahakan dan membantu pengelolaan 
minyak dan gas bumi dengan bekerja sama dengan perusahaan negara yang didirikan tersebut.  
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sebab itu, diperlukan upaya pertanggung jawaban korporasi serta upaya paksa dari 
pemerintah (negara) agar korporasi melaksanakan tanggung jawabnya. 
2. METODE PENELITIAN 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bersumber dari 
studi kepustakaan. Peneliti menggunakan rujukan yang mengacu pada peraturan 
perundang-undangan, norma-norma hukum serta pendapat para ahli hukum yang 
dihubungkan dengan teori-teori hukum serta praktik pelaksaan hukum positif. 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3. 1 Penerapan Hukum terhadap Kegiatan Pertambangan Minyak di Indonesia 
Kebijakan dalam pengelolaan dan pemanfaatan minyak dan gas bumi merupakan upaya 
pemerintah untuk mewujudkan peran penting dalam mewujudkan kemandirian dan 
kedaulatan energi nasional. Dalam praktiknya, terdapat berbagai peraturan perundang-
undangan tentang pengelolaan minyak dan gas bumi dan mengalami beberapa perubahan 
sejak zaman Hindia Belanda hingga saat ini. Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat 
Indonesia (DPR RI) (2017) dalam Rancangan Undang-Undang mengenai Minyak dan 
Gas Bumi menyatakan bahwa kebijakan-kebijakan tersebut antara lain:2 
3. 2 Zaman Hindia Belanda 
Menurut Dwi Haryadi (2018), pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda terdapat 
suatu peraturan hukum di bidang pengelolaan dan pemanfaatan minyak dan gas bumi 
yaitu Indische Mijnwet 1899. Peraturan ini dibentuk dengan tujuan mengatur 
penggolongan bahan galian dan pengusahaan pertambangan. Kemudian diamandemen 
dengan Indische 1910 dan Mijnordonantie 1918 yang memberikan wewenang kepada 
pemerintah pusat untuk memberi izin pengelolaan kepada perusahaan minyak, mineral 
dan batu bara, batu permata dan bahan galia lainnya.3 Sedangkan pemerintah daerah 
berwenang mengeluarkan perizinan terkait bahan galian yang tidak bernilai jual tinggi 
seperti tambang pasir. 
3. 3 Orde Lama 
Pada masa orde lama yaitu masa pemerintahan Presiden Soekarno, kegiatan 
pertambangan di Indonesia khususnya tambang minyak dan gas bumi menerapkan 
                                                             
 2 Komisi VII DPR RI, "Naskah Rancangan Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi", 2017, 
hal. 1.   
 3 Dwi Haryadi, 2018, "Pengantar Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara", Bangka Belitung, 
UBB Press, hal. 16.   
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kebijakan konsesi. Kebijakan konsesi merupakan suatu bentuk perjanjian antara negara 
selaku penguasa atas wilayah pertambangan dengan investor selaku pengelola wilayah 
pertambangan di mana investor memiliki hak mengelola, mengeksploitasi serta menjual 
hasilnya tanpa melibatkan negara dalam kegiatan operasionalnya. Sistem konsesi hanya 
mewajibkan investor membayar royalti kepada pemerintah dan mendapatkan hak 
menyeluruh atas lokasi pertambangan dan hasil-hasilnya. 
3. 4 Orde Baru 
Pada era orde baru terdapat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-
Ketentuan Pokok Pertambangan. Menurut Martha Pigome (2018) dalam "Politik Hukum 
Pertambangan Indonesia dan Pengaruhnya pada Pengelolaan Lingkungan Hidup di Era 
Otonomi Daerah" bahwa undang-undang ini dibentuk dalam rangka mempercepat 
pembangunan ekonomi nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan 
makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 untuk masa kini dan masa yang akan 
datang.4 
       Kemudian pada tahun 1971 berlaku sistem kontrak bagi hasil tepatnya setelah 
diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Minyak dan 
Gas Bumi Negara. Alasan penerapan sistem kontrak bagi hasil adalah sebagai respon 
atas pesatnya pertumbuhan perekonomian dunia dan Indonesia serta meningkatnya 
pertumbuhan industri migas di Indonesia. Melalui kontrak bagi hasil, negara memiliki 
peran lebih besar dengan kewenangan manajemen kegiatan hulu migas. 
       Menurut Nurbaiti (2013) dalam sistem kontrak bagi hasil negara tidak perlu 
mengeluarkan modal investasi sebab seluruh modal disediakan oleh investor, sedangkan 
pengembalian investasi diambil dari hasil produksi migas.5 A. Madjesi Hasan (2009) 
dalam penelitiannya yang berjudul "Kontrak Minyak dan Gas Bumi Berazas Keadilan 
dan Kepastian Hukum" menyatakan bahwa investor memiliki kewajiban menanggung 
biaya eksplorasi, mempersiapkan teknologi eksplorasi, kegiatan operasional usaha, 
menyerahkan hasil produksi Bahan Bakar Minyak (BBM) serta membayar pajak kepada 
                                                             
 4 Martha Pigome, "Politik Hukum Pertambangan Indonesia dan Pengaruhnya pada Pengelolaan 
Lingkungan Hidup di Era Otonomi Daerah", Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol. 40 No. 2, 2011, hal. 216.  
 5 Nurbaiti dalam Bisnis.com pada 23 Agustus 2013, "Kamus Energi: Apa itu Kontrak Bagi Hasil Migas 
?", dalam https://ekonomi.bisnis.com/read/20130823/44/158414/kamus-energi-apa-itu-kontrak-bagi-hasil-
migas, diunduh Rabu 1 September 2021 Pukul 21.15 WIB.  
5 
 
pemerintah. Sedangkan hak yang dimiliki investor adalah memperoleh bagi hasil atau 
keuntungan yang adil.6 
3. 5  Pasca Reformasi 
Dian Lestari (2008), perubahan kebijakan dalam bidang pertambangan minyak dan gas 
bumi pada era reformasi lebih kepada persoalan teknis terkait kebijakan. Hal ini 
dilandasi adanya kebijakan pada masa lalu di mana Pertamina merupakan pemain 
tunggal dalam industri migas di Indonesia. Oleh sebab itu, untuk menciptakan pasar yang 
lebih kompetitif serta memaksimalkan pemenuhan kebutuhan BBM kepada masyarakat 
maka dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas 
Bumi. Sejak diundangkannya UU ini, maka swasta memiliki hak untuk berkontribusi 
dalam pengolahan dan pemasaran hasil produksi minyak dan gas bumi.7         
3. 6 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 
Pada tahun 2012, Mahkamah Konstitusi membatalkan ketentuan dalam UU No. 22 
Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dianggap bertentangan dengan UUD 
1945 yaitu ketentuan mengenai Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas 
Bumi (BP Migas) dan Kontrak Kerja Sama (KKS) yang selama ini dilakukan. 
Pembubaran BP Migas perlu dilakukan sebab hubungan antara investor dengan BP 
Migas adalah hubungan yang bersifat keperdataan. Akibat dari Kontrak Kerja Sama 
maka negara (BP Migas) memiliki kedudukan yang sejajar dengan investor sehingga 
negara kehilangan hak untuk mengatur pemanfaatan dan pengelolaan migas. Negara 
tidak dapat membuat kebijakan yang bertentangan dengan isi perjanjian (kontrak). 
Pengaturan tersebut perlu dilakukan apabila isi kontrak perjanjian yang ditandatangani 
antara investor dengan BP Migas terdapat ketentuan yang mengakibatkan eksploitasi 
sumber daya alam yang berlebihan serta merugikan masyarakat dan negara.  
       M. Ilham F. Putuhena (2015), pasca dibubarkannya BP Migas, dibentuklah Satuan 
Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) 
sebagai pengawas sektor hulu migas sedangkan pelaksanaan hulu dan hilir migas 
diserahkan pada Pertamina bersama badan usaha yang ditunjuk oleh SKK Migas.8 
                                                             
 6 A Madjesi Hasan (a), "Kontrak Minyak dan Gas Bumi Berazas Keadilan dan Kepastian Hukum", 
(Jakarta: PT Fikahati Aneska, 2009), hal. 17. Sebagaimana dikutip dalam Muhammad Syahrir, Op.Cit, hal. 31.  
 7 Dian Lestari, "Implikasi Libelarisasi Migas terhadap Kinerja Industri Pemurnian dan Pengilangan 
Minyak Bumi", (Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Depok, 2008), hal. 43. 
 8 M. Ilham F. Putuhena, "Politik Hukum Pengelolaan Hulu Migas Pasca Putusan Mahkamah 
Konstitusi", Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional", Vol. 4 No. 2, 2015, hal. 249. 
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       Dalam kegiatan pertambangan minyak dan gas bumi di Indonesia, maka setiap 
pemangku kepentingan wajib mematuhi tiga prinsip yaitu prinsip pembangunan 
berkelanjutan, prinsip berwawasan lingkungan serta prinsip dikuasai negara untuk 
kemakmuran rakyat. 
3. 7 Upaya Penyelesaian Sengketa antara Korporasi dengan Negara dan 
Masyarakat Apabila Terjadi Tumpahan Minyak di Laut Menurut Hukum 
Pidana Indonesia 
Pencemaran minyak di laut merupakan bukti bahwa korporasi memiliki kinerja yang 
buruk khususnya dalam mengelola dampak yang ditimbulkan dari aktivitasnya. Dampak 
yang ditimbulkan dari aktivitas tersebut merupakan dampak negatif yang mengakibatkan 
masyarakat kehilangan daya dukung lingkungan. Oleh sebab itu, pasca terjadinya 
tumpahan minyak, korporasi harus mengetahui secara cepat dan akurat wilayah 
penyebarannya. Hal ini bertujuan meminimalisir wilayah penyebaran minyak serta 
mengurangi resiko kerusakan lingkungan yang lebih besar.  
       Berdasarkan asas tanggung jawab mutlak (strict liability) sebagaimana diatur dalam 
Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup, masyarakat memiliki hak menuntut ganti kerugian kepada korporasi 
apabila korporasi melakukan pencemaran yang merugikan masyarakat baik kerugian 
secara materiil maupun kerugian secara immateriil. Masyarakat tidak perlu membuktikan 
unsur kesalahan pada korporasi melainkan korporasi-lah yang harus membuktikan bahwa 
pencemaran minyak akibat kegiatannya. 
       Sengketa antara korporasi dengan masyarakat dapat diselesaikan melalui dua cara 
yaitu jalur litigasi dan jalur non litigasi. Penyelesaian melalui jalur non litigasi yaitu 
melalui mediasi. Pada upaya mediasi, masyarakat dan korporasi membuat kesepakatan 
mengenai besaran jumlah ganti kerugian yang layak serta membuat kesepakatan 
mengenai upaya rehabilitasi atau pemulihan laut setelah terjadinya pencemaran minyak. 
Apabila upaya mediasi berhasil, maka pihak korporasi memberikan sejumlah ganti 
kerugian kepada masyarakat, namun jika upaya mediasi gagal maka sengketa dapat 
diselesaikan melalui jalur litigasi atau jalur hukum. 
       Menurut Khoirul Anam (2020), tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh warga 
masyarakat kepada korporasi merupakan bentuk penyelesaian sengketa secara perdata. 
Pihak-pihak yang berhak mengajukan gugatan ganti kerugian diatur dalam beberapa 
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pasal dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 
Hidup yaitu sebagai berikut:9 
1) Masyarakat atau Warga Negara baik Individu maupun Kelompok Masyarakat 
Menurut ketentuan Pasal 91 ayat (1) masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan 
kelompok untuk kepentingan sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila 
mengalami kerugian akibat kerusakan atau pencemaran lingkungan. Gugatan yang 
diajukan masyarakat secara kolektif ditujukan untuk gugatan yang sama untuk mewakili 
kepentingan masyarakat secara kolektif. 
2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah 
Pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah memiliki peran vital dalam menjaga 
kelestarian lingkungan di Indonesia. Hal tersebut diwujudkan melalui pemberian sanksi 
administratif kepada korporasi yang melanggar hukum. Dalam Pasal 90 ayat (1) 
pemerintah berhak mengajukan ganti rugi dan mengambil tindakan bagi setiap kegiatan 
yang merusak dan mencemari lingkungan. 
3) Organisasi Lingkungan 
Organisasi lingkungan dapat mengajukan gugatan namun terbatas pada tindakan tertentu 
dan biaya perkara di pengadilan namun tidak berhak meminta ganti kerugian. Tindakan 
tertentu merupakan tindakan untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran atau 
kerusakan lingkungan hidup guna menjamin tidak terjadi dampak negatif terhadap 
lingkungan. 
     Gugatan secara perdata yang diajukan oleh masyarakat merupakan suatu tuntutan 
kepada korporasi agar korporasi bertanggung jawab membiayai rehabilitasi lingkungan 
serta kerugian-kerugian yang dialami oleh masyarakat. Dalam Peraturan Menteri 
Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat 
Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan (2014), biaya rehabilitasi lingkungan 
meliputi:10 
1. Biaya Penanggulangan 
Ketika terjadi suatu pencemaran minyak di laut, maka tindakan yang harus diambil saat 
peristiwa terjadi adalah tindakan menanggulangi pencemaran minyak agar tumpahan 
minyak tidak meluas hingga ke area laut lainnya serta mencegah kerusakan ekosistem 
                                                             
 9 Khoirul Anam, "Penyelesaian Sengketa Pencemaran Lingkungan oleh Korporasi Berdasarkan 
Pertanggungjawaban Mutlak di Indonesia", Dinamika, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol. 26 No. 10, 2020, hal. 
1287.  
 10 "Lampiran II Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 
tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, hal. 14-17".   
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yang lebih besar. Tindakan ini dapat dilakukan oleh pemerintah maupun oleh korporasi. 
Apabila pemerintah (negara) melakukan penanggulangan, maka seluruh biaya 
penanggulangan yang telah dikeluarkan negara harus diganti oleh korporasi. 
2. Biaya Rehabilitasi Laut (Pemulihan Laut dari Tumpahan Minyak) 
Laut yang tercemar oleh tumpahan minyak harus segera dipulihkan. Korporasi selaku 
pihak pencemar wajib bertanggungjawab melakukan pemulihan laut yang tercemar. 
Misalnya dengan menutup dan mengubur sumur minyak bawah laut. Hal ini bertujuan 
agar minyak dapat berhenti mengalir dan meluap, sehingga mengurangi kesulitan 
memulihkan laut yang tercemar. Biaya yang dibutuhkan untuk merehabilitasi laut sangat 
besar, sehingga apabila korporasi tidak mampu melakukannya maka negara akan 
melaksanakan tugas rehabilitasi laut dengan kewajiban pihak korporasi mengganti 
seluruh biaya yang sudah dikeluarkan negara. 
3. Kerugian Ekosistem 
Kerugian yang terjadi pada ekosistem laut harus dihitung nilai ekonominya sehingga 
diperoleh nilai kerugian lingkungan hidup yang sebenarnya. Misalnya, jika terjadi 
tumpahan minyak di laut baik oleh kapal tanker maupun bocornya sumur minyak, maka 
harus diselidiki berapa luas laut yang tercemar serta kedalamannya, kemudian jumlah 
hewan dan tumbuh-tumbuhan yang mati. Semua kerugian tersebut dapat ditarsir nilainya 
sebagai acuan bagi pihak korporasi untuk memberikan ganti kerugian yang layak. 
4. Kerugian Masyarakat Akibat Tumpahan Minyak di Laut 
Masyarakat disini adalah pihak-pihak yang terdampak secara langsung akibat tumpahan 
minyak di laut. Pencemaran dan kerusakan laut sebagaimana diuraikan di atas akan 
menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat terutama terhadap mata pencaharian 
masyarakat sekitar laut. Misalnya rusaknya aset peralatan tangkap ikan, rusaknya hutan 
bakau, gagal panen rumput laut, rusaknya tambak ikan, serta hilangnya penghasilan 
masyarakat, dan lain-lain. Semua kerugian tersebut harus dihitung secara cermat dan 
layak dimintai ganti kerugian. 
     Dalam menuntut ganti kerugian, Penggugat harus mengajukan bukti tentang besarnya 
kerugian akibat kerusakan lingkungan hidup/kerusakan laut yang diajukan di pengadilan. 
Salah satu bukti yaitu keterangan ahli yang menganalisa/memperhitungkan seberapa 
besar pencemaran minyak yang terjadi dan besarnya kerugian yang mungkin ditanggung 
oleh korporasi. Dokumen laporan hasil analisa yang dibuat ahli dan keterangan ahli 
dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam membuat putusan tentang seberapa besar 
beban ganti rugi yang wajib dibayar oleh korporasi kepada masyarakat. Selain ganti rugi 
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kepada masyarakat, korporasi juga berkewajiban membayar ganti rugi kepada ahli untuk 
biaya verifikasi sengketa lingkungan, analisa laboratorium, serta biaya-biaya lainnya 
(Heri Hartanto & Anugrah Adiastuti, 2017).11 
     Selain gugatan yang diajukan oleh masyarakat, negara juga dapat menuntut korporasi 
secara pidana. Sanksi pidana untuk menghukum korporasi yang melakukan kejahatan di 
bidang lingkungan hidup termasuk penerapan premium remidium. Menurut Edy 
Lisdiyono (2018), alasan penerapan premium remedium adalah pencemaran dan 
pengrusakan lingkungan hidup merupakan suatu kejahatan yang sangat fatal dan 
berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat12 sehingga sanksi pidana yang 
dijatuhkan oleh negara dapat memberikan efek jera kepada korporasi serta mencegah 
korporasi untuk mengulangi perbuatannya.    
       Menurut Erniati Effendi (2016: 349), penyelesaian sengketa pencemaran minyak di 
laut antara negara dengan korporasi dapat diselesaikan dengan mekanisme hukum pidana 
lingkungan maupun gugatan ganti kerugian. Terdapat beberapa Pasal dalam UU No. 32 
Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengatur 
tentang sanksi pidana lingkungan bagi korporasi. Menurut UU No. 32 Tahun 2009 
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdapat beberapa jenis sanksi 
pidana yang dapat diterapkan terhadap perusakan atau pencemaran lingkungan hidup 
yaitu, sebagai berikut:13 
1) Pidana penjara; 
2) Pidana denda; 
3) Pidana tambahan atau tindakan tata tertib (Pasal 119 UU No. 32 Tahun 2009) 
yang meliputi: 
a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; 
b. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan; 
c. Perbaikan akibat tindak pidana 
d. Mewajibkan melakukan apa yang dilalaikan tanpa hak; 
e. Meniadakan hal-hal apa yang dilakukan tanpa hak; 
f. Menempatkan perusahaan di bawah pengampuan paling lama tiga tahun. 
                                                             
 11   Heri Hartanto dan Anugrah Adiastuti, "Mekanisme Penerapan Ganti Kerugian terhadap Kerusakan 
Lingkungan Hidup", Jurnal Hukum Acara Perdata, Vol. 3, No. 2, 2017, hal. 241.  
 12  Edy Lisdiyono, "Penerapan Azas Premium Remidium dalam Perkara Pencemaran Lingkungan 
Hidup Akibat Limbah B3 di Batam", Jurnal Bina Hukum Lingkungan, Vol. 3, No. 1, 2018, hal. 9.  
 13  Erniati Effendi, "Sanksi Pidana Denda dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup yang Dilakukan 
oleh Korporasi", Prosiding Seminar Nasional: Tanggung Jawab Pelaku Bisnis dalam Pengelolaan Lingkungan 
Hidup, Universitas Kartini Surabaya, 2016, hal. 349.   
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       Dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 
Hidup terdapat Pasal mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi yaitu diatur dalam 
Pasal 116 ayat (1) dan (2). Dalam Pasal tersebut terdapat pihak-pihak dalam korporasi 
yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana yaitu:14 
1) Korporasi itu sendiri; 
2) Orang yang memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana/kejahatan; 
3) Pemimpin dalam tindak pidana/kejahatan; 
4) Orang yang berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lain dalam lingkup badan 
usaha. 
       Erniati Effendi (2016: 352) menyatakan bahwa penerapan sanksi pidana dalam kasus 
pencemaran minyak di laut dapat dijatuhkan terhadap pengurus korporasi maupun 
korporasi itu sendiri. Apabila pengurus korporasi mengetahui bahwa pegawainya atau 
bawahannya dengan sengaja menumpahkan minyak di laut dan tidak mengadakan upaya 
pencegahan atau penanggulangan saat pencemaran berlangsung, maka tindakan pengurus 
tersebut dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Oleh sebab itu, pengurus dapat 
dijatuhi sanksi pidana penjara. Namun, apabila tindakan pencemaran minyak dilakukan 
oleh pegawai korporasi tanpa pengetahuan pengurus, maka sanksi pidana penjara dapat 
dijatuhkan kepada pegawai korporasi tersebut. Pidana penjara pada kasus tumpahan 
minyak di laut dapat dibebankan bersamaan dengan pidana denda. Mengenai besaran 
denda dan lamanya penjara ditetapkan dalam putusan hakim.15 
       Sanksi pidana yang diberikan oleh negara terhadap korporasi tidaklah cukup untuk 
menyelesaikan masalah pencemaran minyak di laut, sebab instrumen hukum pidana 
hanyalah berfungsi untuk menghukum pelaku serta memberikan efek jera kepada pelaku. 
Namun, tindakan lain yang wajib dilakukan oleh korporasi adalah upaya penanggulangan 
dan rehabilitasi lingkungan (Hentri Widodo & Erni Tri Wahyuni, 2020: 63). Oleh sebab 
itu, korporasi yang menumpahkan minyak di laut dapat melakukan tindakan 
penanggulangan dengan cara sebagai berikut:16 
1) Oil Dispertant yaitu merupakan suatu larutan kimiawi yang berguna untuk 
memecah molekul-molekul minyak menjadi tumpahan yang lebih kecil 
sehingga mudah terurai oleh mikroorganisme laut; 
                                                             
 14     Ibid, hal. 350.  
 15     Erniati Effendi, Op.Cit, hal. 352. 
 16   Hentri Widodo dan Eni Tri Wahyuni, "Manajemen Penanggulangan Tumpahan Minyak di Laut 
Akibat dari Pengoperasian Kapal", Majalah Ilmiah Gema Maritim, Vol. 22, No. 1, 2020, hal. 63.  
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2) Teknik Absorbent yaitu teknik yang berfungsi memadatkan minyak sehingga 
mudah untuk ditangkap dan lebih mudah menempel pada absorbent itu sendiri. 
Absorbent dapat dibuat dari bahan seperti nilon, busa, jerami, kapas, dan tanah 
lempung; 
3) Oil Boom yaitu teknik memisahkan atau melokalisir tumpahan minyak  sebelum 
dimasukkan ke dalam tempat penampungan minyak; 
4) In Situ Burning merupakan teknik membakar minyak di tengah lautan lepas 
untuk menghilangkan sisa-sisa minyak di lautan yang tidak terdeteksi. Tindakan 
semacam ini sangat berbahaya bagi kapal-kapal yang berlayar di dekatnya 
sehingga wajib dilakukan dengan memperhatikan keselamatan. 
3. 8 Penerapan Hukum Pidana terhadap Pencemaran Minyak di Laut  (Studi 
Putusan Pengadilan Negeri Nomor 749/Pid.B/LH/2018/PN.Bpp)  
Kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 749/Pid.B/LH/2018/PN.Bpp merupakan 
sebuah kasus pencemaran minyak di laut yang terjadi di Teluk Balikpapan yang 
melibatkan dua korporasi yaitu PT Pertamina dan Perusahaan kapal pengangkut batu 
bara bernama MV Ever Judger. 
       Kasus yang terjadi pada tanggal 31 Maret 2018 ini bermula dari sebuah kapal 
pengangkut batu bara bernama MV Ever Judger yang berlayar dari China menuju 
Balikpapan untuk mengambil batu bara yang akan dikirim ke Malaysia. Pada saat kapal 
hendak berlabuh di Teluk Balikpapan, seorang nakhoda kapal memerintahkan awak 
kapal mualim I (asisten nakhoda kapal) untuk menurunkan jangkar sedalam satu meter. 
Namun, perintah tersebut disalahartikan oleh kru kapal yang lain dengan menurunkan 
jangkar sedalam satu segel (27,5 meter), padahal di dasar laut teluk Balikpapan tempat 
kapal berlabuh terdapat pipa-pipa minyak milik PT Pertamina yang menyalurkan minyak 
mentah dari terminal Lawe-Lawe ke Balikpapan. Akibat dari penurunan jangkar kapal 
terlalu dalam maka kapal tersebut menyeret pipa minyak milik PT Pertamina sejauh 49 
meter. Pipa dengan panjang 120 meter tersebut putus dan mengakibatkan minyak meluap 
ke dasar laut dan mencemari perairan sekitar teluk Balikpapan. 
       DARILAUT.ID (2019) bahwa hasil investigasi yang dilakukan oleh Komite 
Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT),17 kerusakan pipa minyak milik PT 
Pertamina dan pencemaran minyak di laut terjadi akibat nakhoda tidak memahami 
                                                             
 17  DARILAUT.ID Jumat, 15 Maret 2019: "Tumpahan Minyak Balikpapan, Nakhoda MV Ever Judger 
Lalai", dalam https://darilaut.id/berita/tumpahan-minyak-balikpapan-nakhoda-mv-ever-judger-lalai, diunduh 
Rabu, 4 Agustus 2021 pukul 19:53. 
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perintah dan arahan dari kapal pandu, sehingga jangkar kapal menghantam dan menyeret 
pipa bawah laut milik PT Pertamina yang menyebabkan pipa putus dan minyak di 
dalamnya meluap di perairan Teluk Balikpapan.  
       Nakhoda kapal MV Ever Judger merupakan seorang warga negara Tiongkok 
bernama Zhang Deyi. Perbuatannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu air laut 
atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, menimbulkan kebakaran di wilayah 
Teluk Balikpapan sehingga menewaskan lima orang nelayan yang hendak melaut di 
sekitar Teluk Balikpapan, mengakibatkan pencemaran Teluk Balikpapan seluas 
39.468,35 hektare, memusnahkan ekosistem laut dan hewan-hewan laut seperti ikan, 
udang, pesut, serta mamalia laut, rusaknya hutan mangrove seluas 86,01 hektare, serta 
menyebabkan PT Pertamina mengalami kerugian.  
       Berdasarkan surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), 
perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 98 ayat (3) UU 
Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 
Unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal tersebut antara lain: 
1) Setiap orang; 
Unsur setiap orang ditujukan kepada setiap subjek hukum yang berupa orang yang dapat 
didakwa dan dituntut secara pidana dan perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan 
kepadanya. 
2) Dengan sengaja; 
Terdakwa sengaja menurunkan jangkar satu segel (27,5 meter) di wilayah perairan 
terlarang hingga menyebabkan pipa minyak milik PT Pertamina putus dan menyebabkan 
minyak dalam pipa meluap ke laut. Wilayah perairan terlarang artinya wilayah perairan 
yang terdapat simbol larangan kapal melintas maupun berhenti serta dilarang 
menurunkan jangkar. Pada saat terdakwa mengemudikan kapal di perairan Teluk 
Balikpapan, terdapat simbol berupa tanda buih yang artinya larangan kapal melakukan 
lego jangkar di perairan tersebut sebab di bawah laut perairan Teluk Balikpapan terdapat 
pipa minyak bawah laut milik PT Pertamina. Namun, terdakwa tidak mengindahkan 
larangan tersebut. Seharusnya jika terdakwa mengetahui larangan tersebut, ia harus 
menghindari menurunkan jangkar. 
3) Melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara 




Kebocoran pipa minyak bawah laut milik PT Pertamina yang menghubungkan Terminal 
Lawe-Lawe di Penajam Panser Utara menuju Kilang Unit V Balikpapan menyebabkan 
tercemarnya Teluk Balikpapan oleh tumpahan minyak mentah sebanyak 103.771 barel. 
Perbuatan terdakwa mencemari perairan Teluk Balikpapan seluas kurang lebih 34.052,72 
- 39.468,35 hektare dan luas hutan mangrove seluas 86,01 hektare serta kerusakan 
lingkungan dan kerugian ekosistem yang terjadi sulit dipulihkan dan membutuhkan 
waktu yang sangat lama untuk memulihkan dampak dari pencemaran serta negara 
melalui Kementrian Lingkungan Hidup memerlukan biaya yang sangat besar untuk 
melakukan rehabilitasi lingkungan atas dampak tersebut. 
4) Yang mengakibatkan orang lain luka berat atau mati. 
Menurut teori kausalitas, perbuatan terdakwa menyebabkan pipa penyalur minyak milik 
PT Pertamina patah sehingga menyebabkan pencemaran laut yang akibatnya merusak 
kesehatan dan menimbulkan korban jiwa serta terjadi kebakaran di beberapa titik di 
Teluk Balikpapan. Kebakaran tersebut menjadi penyebab kematian lima orang nelayan 
yang sedang melaut di sekitar Teluk Balikpapan. Menurut teori kesengajaan, apabila 
tidak terdapat sebab lain selain kebakaran yang menjadi penyebab kematian orang, maka 
kebakaran itulah satu-satunya penyebab kematian orang.18  
       Berdasarkan rumusan unsur-unsur di atas, Majelis Hakim Pengadilan Negeri 
Balikpapan sepakat menyatakan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi semua unsur 
dalam Pasal 98 ayat (3), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti 
secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "Pencemaran dan Kerusakan 
Lingkungan Hidup". 
       Majelis hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang memutus perkara ini dalam 
pertimbangan hukum dan putusannya menyatakan bahwa:19 
1. Selama proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri, maka terdakwa diperintahkan untuk 
berada di dalam tahanan berdasarkan surat perintah penahanan yang sah dengan masa 
tahanan dikurangi dari hukuman yang dijatuhkan oleh hakim (Pasal 22 ayat (4) Kitab 
Undang-undang Hukum Acara Pidana). 
2. Menyatakan sah permintaan perampasan kapal dan batu bara sebagai barang sitaan 
dalam perkara tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana yang tertulis dalam dakwaan 
Jaksa Penuntut Umum. Ketentuan ini merupakan realisasi asas pencemar membayar 
                                                             
 18 "Putusan Pengadilan Negeri Nomor 749/Pid.B/LH/2018/PN.Bpp. hal. 125". 




dalam Pasal 87 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup. Asas ini mewajibkan setiap penanggung jawab usaha dan atau 
kegiatan yang melakukan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup untuk membayar 
ganti kerugian dan atau tindakan tertentu seperti memusnahkan atau menghilangkan 
penyebab timbulnya pencemaran dan memulihkan fungsi lingkungan hidup. 
3. Tindakan perampasan kapal merupakan tindakan yang sah menurut hukum sebab 
pemilik kapal merupakan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan. Terdakwa sebagai 
nakhoda kapal merupakan pegawai dalam suatu korporasi. Apabila terdakwa dikenai 
sanksi pidana di bidang lingkungan hidup, maka berdasarkan asas pencemar membayar, 
barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan yaitu kapal yang dioperasikan oleh 
terdakwa patut dirampas untuk negara. 
4. Terdakwa bersalah telah melanggar ketentuan Pasal 98 ayat (1), (2), (3) juncto Pasal 
99 ayat (1), (2), (3) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup "karena kelalaiannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan 
dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria 
baku kerusakan lingkungan hidup" maka terdakwa dijatuhi sanksi pidana penjara selama 
sepuluh tahun (10 tahun) dan denda sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar 
rupiah). 
5. Sanksi pidana penjara selama sepuluh tahun (10 tahun) yang dikenakan pada terdakwa 
dikurangi masa penahanan selama satu tahun. 
Selain memberikan sanksi pidana penjara dan denda kepada pelaku pencemar, negara 
dapat meminta pihak korporasi (MV Ever Judger) untuk melakukan rehabilitasi 
lingkungan atau pemulihan lingkungan yang tercemar oleh tumpahan minyak. Pemulihan 
dapat dilakukan dengan empat cara yaitu melalui oil dispertant, teknik absorbent, teknik 
oil boom, serta in situ burning (Hentri Widodo & Erni Tri Wahyuni, 2020: 63).20 
Besarnya ganti kerugian dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 
749/Pid.B/LH/2018/PN.Bpp yang dibebankan kepada terpidana dapat dialihkan dan 
ditanggung oleh pihak korporasi (MV Ever Judger) mengingat nominal yang wajib 
dibayarkan sangat besar. 
       Selain MV Ever Judger selaku pencemar, Pertamina selaku pemilik pipa minyak 
bawah laut dikenai sanksi administratif oleh pemerintah (Kementrian Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan (KLHK)) sebab dokumen lingkungan yang dimiliki PT Pertamina tidak 
                                                             
 20  Hentri Widodo dan Eni Tri Wahyuni, Op.Cit, hal. 63.   
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mencantumkan dampak penting alur pelayaran pipa, kajian perawatan pipa, serta tidak 
memiliki sistem pemantauan pipa otomatis dan ketiadaan sistem peringatan dini. Oleh 
sebab itu, pemerintah (KLHK) mengenakan sanksi administratif berupa paksaan kepada 
PT Pertamina untuk mengkaji dan mengaudit keamanan pipa penyalur minyak dan 
kilang minyak serta memperbaiki semua instalasi pemipaan bawah laut yang menjadi 
wilayah kerjanya. 
       Menurut Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Republik 
Indonesia (2018) selain dikenai sanksi administratif, PT Pertamina juga diwajibkan 
memberikan ganti kerugian pada masyarakat terdampak. Ganti kerugian tersebut dalam 
bentuk santunan kepada para nelayan berupa alat kerja baru bagi nelayan meliputi jaring, 
kapal baru, keramba, serta peralatan nelayan lainnya. Selain santunan bagi nelayan, bagi 
keluarga korban diberikan modal usaha, lapangan pekerjaan serta setiap keluarga korban 
mendapatkan ganti kerugian sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), 
sedangkan bagi nelayan yang tidak dapat melaut diberikan kompensasi sebesar 
Rp200.000,00 per kepala keluarga per hari serta penggantian bibit kepiting seberat 800 
kilogram.21 
       Selain upaya penanggulangan dan sanksi administratif, PT Pertamina bersama 
pemerintah (KLHK) untuk melaksanakan kegiatan antisipatif dan proaktif dengan 
menyiapkan sanksi administratif dan gugatan perdata bagi pihak-pihak yang mencemari 
dan merusak lingkungan hidup. Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini untuk mencegah 
agar bencana kerusakan lingkungan hidup tak terulang di masa mendatang. PT Pertamina 
juga diwajibkan untuk memperbarui sistem pengawasan objek vital dengan menerapkan 
teknologi terbaru berdasarkan ketentuan standar yang benar, meliputi HSE (health, safety 
and environment atau kesehatan, keselamatan dan lingkungan hidup). Contoh penerapan 
HSE yaitu memastikan kedalaman pipa minyak sudah tepat dan terdapat pemberat pipa, 
melengkapi pipa dengan sarana navigasi pelayaran, memasang rambu larangan berlayar 
dan lengo jangkar di perairan yang terdapat pipa minyak serta memberikan pelindung 
atau pagar pengaman untuk mencegah kerusakan dan karat pada pipa minyak. 
       Meskipun kasus pencemaran minyak di atas bukanlah murni kesalahan PT 
Pertamina, pemerintah tetap memberikan sanksi administratif serta memerintahkan PT 
Pertamina untuk membayar ganti kerugian pada masyarakat terdampak. Dalam kasus ini, 
                                                             
 21  Pusat Riset Kelautan (Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan RI) Jumat, 
20 April 2018: "Soal Tumpahan Minyak Teluk Balikpapan, Pertamina Bakal Kena Sanksi Administratif", dalam 
http://pusriskel.litbang.kkp.go.id/index.php/home/1933-soal-tumpahan-minyak-teluk-balikpapan-pertamina-
bakal-kena-sanksi-administratif, diunduh Minggu 15 Agustus 2021, pukul 20:15.  
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kesalahan utama terletak pada pemilik kapal MV Ever Judger selaku pihak yang 
menurunkan jangkar di perairan terlarang. Oleh sebab itu, PT Pertamina dapat menuntut 
ganti kerugian kepada pemilik kapal MV Ever Judger atas semua biaya yang telah 
dikeluarkan oleh PT Pertamina termasuk ganti kerugian akibat hilangnya minyak mentah 
sebanyak 40.000 barel per hari (BPH).  
       Merujuk pada Kontan.co.id (2018) dalam menuntut ganti kerugian tersebut, PT 
Pertamina melayangkan somasi (peringatan) kepada pemilik kapal MV Ever Judger. 
Dengan adanya somasi ini, diharapkan pemilik kapal MV Ever Judger serta pihak-pihak 
terkait secara sukarela bertemu dengan PT Pertamina untuk membahas besarnya ganti 
kerugian sehingga perkara tersebut dapat diselesaikan tanpa melalui pengadilan (non 
litigasi). Namun, apabila pemilik kapal MV Ever Judger tidak memiliki itikad baik untuk 
bertemu dengan PT Pertamina dan tidak secara sukarela memberikan ganti kerugian, 
maka PT Pertamina dapat mengajukan gugatan secara perdata melalui pengadilan di 
Hongkong, sebab operator kapal MV Ever Judger adalah Fleet Management Ltd 
merupakan perusahaan asal Hongkong.22   
4. PENUTUP 
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan data, peneliti memperoleh kesimpulan yang 
dapat diambil dari penelitian tentang Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak 
Pidana Pencemaran Minyak di Laut sebagai berikut: 
1) Pengelolaan minyak dan gas bumi di Indonesia sejak zaman Hindia  Belanda 
hingga saat ini mengalami perubahan-perubahan kebijakan. Perubahan kebijakan 
tersebut disebabkan pemerintah ingin memperbaiki kebijakan yang diterapkan 
sebelumnya dengan kebijakan yang baru karena kebijakan sebelumnya dinilai lebih 
menguntungkan pihak asing atau swasta. Kebijakan yang diperbarui tersebut 
diharapkan menciptakan iklim pengelolaan dan pemanfaat migas yang lebih 
memperhatikan kelestarian lingkungan, pembangunan berkelanjutan serta 
persaingan usaha yang sehat; 
Meskipun telah beberapa kali merubah kebijakan pengelolaan migas di Indonesia, 
pada akhirnya kebijakan tersebut tidak ada yang benar-benar sesuai dengan amanat 
UUD 1945 di mana pengelolaan dan pemanfaatan migas cenderung lebih 
menguntungkan pihak swasta maupun asing serta membatasi kewenangan negara 
                                                             
 22 Kontan.co.id Kamis, 26 April 2018: "Pertamina Layangkan Somasi ke Pemilik Kapal MV Ever 
Judger", dalam https://industri.kontan.co.id/news/pertamina-layangkan-somasi-ke-pemilik-kapal-mv-ever-
judger, diunduh Senin 16 Agustus 2021 pukul 11:55.  
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untuk mengatur kegiatan hulu dan hilir migas di Indonesia. Pengaturan tersebut 
penting dilakukan untuk mencegah pihak swasta maupun asing mengeksploitasi 
migas secara berlebihan yang berdampak pada kerusakan lingkungan. Oleh sebab 
itu, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012, kebijakan-
kebijakan yang merugikan negara dinyatakan batal dan inkonstitusional. Pasca 
Putusan tersebut dikeluarkan pengelolaan hulu migas diserahkan kepada SKK 
Migas sedangkan kegiatan hilir migas dikelola oleh PT Pertamina; 
2) Penerapan asas pencemar membayar terhadap korporasi tidak mungkin dilakukan 
sebelum korporasi mendapatkan sanksi pidana dari pemerintah. Sanksi pidana 
tersebut dibarengi dengan kewajiban memberikan ganti kerugian kepada 
masyarakat terdampak. Namun, antara korporasi dengan masyarakat sulit menemui 
kesepakatan atau gagal dalam bermediasi mengenai jumlah ganti kerugian. 
Kesulitan menentukan jumlah ganti kerugian disebabkan kedua belah pihak 
memiliki perbedaan pendapat tentang besarnya ganti kerugian. Kesulitan dalam 
menentukan besaran ganti kerugian menyebabkan masyarakat menggugat 
korporasi secara perdata di pengadilan. Kewajiban membayar ganti kerugian 
berlaku bagi korporasi baik atas kesalahan yang dilakukan pegawainya maupun 
kesalahan korporasi itu sendiri;  
Selain upaya ganti kerugian, upaya rehabilitasi laut akibat pencemaran minyak 
yang dilakukan oleh korporasi tidak mencerminkan tindakan yang berwawasan 
lingkungan sebab menggunakan teknik yang berbahaya seperti penggunakan zat 
kimia beracun hingga teknik membakar minyak. Zat-zat kimia tersebut sangat 
berbahaya dan berpotensi menimbulkan keracunan serta kematian ikan laut. Selain 
zat kimia berbahaya, teknik lain yang sangat berbahaya adalah in situ burning. 
Teknik ini menyebabkan polusi udara hingga kebakaran. 
3) PT Pertamina memiliki kewajiban untuk melengkapi infrastruktur pipa minyak 
dengan sistem pemantauan pipa otomatis dan sistem peringatan dini yang bertujuan 
untuk mempercepat tanggap darurat pencemaran minyak serta mempercepat proses 
penanggulangan jika sewaktu-waktu pipa minyak bocor atau patah sehingga dapat 
meminimalisir pencemaran dan kerusakan lingkungan. Sedangkan pemberian ganti 
kerugian materiil yang dilakukan PT Pertamina kepada masyarakat sekitar Teluk 
Balikpapan merupakan bentuk penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) 
atau tanggung jawab sosial perusahaan. CSR dapat diterapkan dengan memberikan 
santunan atau ganti kerugian materiil kepada masyarakat yang terdampak oleh 
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kegiatan usaha suatu perusahaan. Misalnya PT Pertamina memberikan kompensasi 
dan memberikan lapangan pekerjaan bagi nelayan yang tidak dapat melaut. 
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